Menimbang Prospek Surat Edaran KPK 12/2025

Ditengahgejolaksosial-eko-
nomi dan tuntutan publikyang
kian vokal terhadap integritas
negara, pemberantasankorup-
si di Indonesia justru tampak
berjalan di tempat. Kasus-
kasus besar kerap kali muncul
sebagai “‘headline sesaat”, na-
munkemudian tenggelam tan-
pa kejelasan. Penyidikan yang
tak pemah tuntas, mafia ang-
garan yang bersembunyi' rapi
di balik jargon pembangunan,
hingga sistem penegakan hu-
kum yang makin lamban dan
tumpul, semua menyiratkan
bahwa upaya memerangi ko-
rupsidinegeri inijauh dari kata
maksimal. Alih-alih semakin
canggih dan gesit, instrumen
pemberantasan korupsi kita
seperti kehilangan daya dobrak
dan orientasi strategisnya.

Terakhir yang menjadi so-
rotan saya adalah terkait sejak
diberlakukannya Undang-
Undang (UU) Nomor 1 Tahun
2025 tentang Badan Usaha Mi-
lik Negara (UU BUMN), situasi
penegakan hukum tampaknya
justru memasuki fase kebi-
ngungan. Regulasi yang sejati-
nyadimaksudkan untukmem-
perkuat tata kelola korporasi
negara ini justru menimbulkan
tafsir ganda dalam ranah hu-
kum publik dan privat.

Batas antara tindakan bisnis
(business judgment rule) dan
tindak pidana korupsi menjadi
semakin kabur. Hal ini mem-
perumit kerja penegak hukum,
terutama dalam membedakan
antara risiko bisnis yang sah
dengan praktik manipulatif
yang merugikan negara. Alha-
sil, ada risiko potensi banyak
dugaan korupsiditubuh BUMN
yang stagnan di tahap “Klari-
fikasi tanpa ujung”, menam-

bah daftar panjang kasus yang

menggantung.

Pada artikel sebelumnya

yangpernahsayatulis di Kom-
pasi5/4/2025berjudul: “Men-
yoal Independensi KPK, BPK,
dan PPATK dalam Dananta-

ra,” saya menjelaskan bahwa

dengan masuknya lembaga
indeperiden negara seperti
KPK, BPK, dan PPATK dalam
kepengurusan bidang Komite
Pengawasan dan Akuntabilitas
BPI Danantara. Tentu, publik
akan bertanya-tanya: “Bagai-
mana mungkin lembaga inde-
penden negara bisa masuk ke
dalamstruktur BPIDanantara?
Bukankah ituakanmencederai
independensinya?ataubahkan
berpotensi menimbulkancon-
flict of interest?” ,

Maka, tak bosan-bosannya
saya menyampaikan kuti-
pan dari buku ahli politik dan
ekonomiAmerika Serikatber-
riama Francis Fukuyama yang
berjudul “State-Building: Go-
vernance and World Order in
the 21st Century,” patut kita
renungkan kembali. Fuku-
yamamenekankan bahwa jika
negara hanya berfokus pada
perluasan peran negara tanpa
meningkatkan kapasitasnya,
seringkali berujung menjadi
celah korupsi dan inefisiensi.
STATE CAPTURE
CORRUPTION

Tidak lama setelah terbit-
nya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2025 tentang BUMN,
saya juga pernah menjelaskan
bahwa keberadaan Undang-
Undang BUMN terbaru saat
ini, secara terminologi, ada
perubahan paradigma modal
BUMN yang ujungnya berpo-
tensi melemahkan pengawas-
an BUMN., Adapun perubahan
tersebut adalah menghapus
frasa “yang berasal dari keka-
yaan negara yang dipisahkan”,
Jadi; belum berbicara tentang
kelembagaan pengawasan,
definisi dan substansi penga-
wasannya saja sudah lemah.
(Nicholas Martua Siagian, Hu-
kum Online, 2025)

Mengapa menjadi lemah?
karena dengan dihapusnya
frasa tersebut, maka baik
Undang-Undang Keuangan
Negara, Undang-Undang
Perbendaharaan Negara, Un-
dang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi-akan
“bertentangan dan memun-
culkantafsirganda” denganUU
BUMNbaru,yangsalahsatunya
adalahdefinisikerugiannegara
akanberubahtotal, sehinggati-
dak dapat diaudit oleh lembaga
negara yang berwenang dalam
pemeriksaan keuangan, mau-
pun lembaga penegak hukum.

Artinya, sebenarnya Aparat
Penegak Hukum (APH) juga
saatini mengalamikegaman-
gan menyikapi batas-batas
baru ini. Di satu sisi, Undang-
Undang KPK tetap memberi-
kan mandat untuk mengusut
korupsi yang melibatkan
penyelenggara negara atau
kerugian negara. Disisi lain,
dengan payung hukum baru
UU BUMN yang menekankan
prinsip-prinsip korporasi
dan akuntabilitas internal,
akhirnya KPKkinidihadapkan
pada tantangan untuk mem-
buktikanbahwaintervensinya
masih relevan dan sah. Inilah
fase “kebingungan kewe-
nangan” yang justru dapat
menciptakancelahimpunitas,
terutama dalam kasus-kasus
korupsi yang terstruktur rapi
dalam tubuh BUMN.

Ini baru berbicara soal “ke-
bingungan kewenangan” oleh
Aparat Penegak Hukum di
KPK, belum berbicara terhadap
kasus-kasus yang ditangani
yang bisa saja terdapat inter-
vensi secara politik. Kembali
lagi pemberantasan korupsi
kita masih soal kelembagaan
yang rentan “dilemahkan dan
diotak-atik,” maka relevan
denganpemaparandariHariadi
Kartodihardjo pada 19 Februari
2020 yang berjudul: “Tinjauan
Kelestarian SDA dari Perspektif
Kebijakan Publik,” bahwa saat
ini kita mengalami fase state
capture corruption, artinya ada
fungsi dan peran negara yang
sengaja disalahgunakan oleh
elit untuk kepentingan pribadi.
MENGUJI SE KPK 12/2025

Sebagai langkah menjawab
persoalan yang terjadi, me-

mang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menerbitkan
Surat Edaran KPK Nomor 12
Tahun 2025 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas, Fungsi,
dan Kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi Pasca
Undang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2025 tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Surat
edaran yang

diterbitkan

muncul dengan didasari oleh
diskresi atau freies ermessen.
Surat Edaran lebih tepat di-
pakai sebagai nota dinas yang
digunakan dalam kepentingan
menghimbau dan memandu
pihak-pihak intemnal lembaga

ataukementeﬁanmashg—ma- -

sing. (Jumal Hukum & Pem-

banglman Tahun ke-51 No. 3
Juli-September
2021)

pada 5 Mei Maria Farida
2025 itu diter- Indrati, Guru
bitkan sebagai Besar Fakultas
pedoman in- Hukum Uni-
ternal lembaga versitas In-
antirasuah. donesia juga
Surat Edaran menjelaskan
tersebut me- bahwa dari segi
negaskan bah- muatan surat
wa KPK tetap edaran adalah
berwenang T menjelaskan
melakukan NICHOLAS atau mem-
penindarl:an, MARTUA buat prosedur
pencegahan, memper -
pendidikan, SIAG'AN mudah atau
g:n" r:u‘p'z‘fi;i Direktur Eksekutif Asah ;neiam’;alﬁ;
terhadap ka- d Keblu Bian donesia semestinya
sus korupsi di ik ALurnrr: ; K::a?gsaan dilaksanakan.
BUMN. bk Karena sifat-
Bahkan, Pimpinan KPK nyahanya memperjelas, maka
juga menekankan, jajaran di- suratedarantidakbolehmena-
reksi, komisaris, dan dewan brakapalagimenegasikan per-
pengawas BUMN termasuk aturan perundang-un;
dalam kategori penyelenggara Memang dalam praktik bi-
negara, sehingga kerugian di  rokrasi kita, masih terdapat
BUMN dianggap sebagai keru-  kesalahan memaknai peng-

gian negara. Hal ini merujuk
pada Undang-Undang Nomor
28 Tahun1999 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN).

Kalau kita mengaji secara
Hukum Administrasi Negara,
dalam artikel yang ditulis oleh
Fitriani Ahlan Sjarif dan Efraim
Jordi Kastanya yang berjudul:
“Surat Edaran Sebagai In-
strumen Administrasi Negara
Di Masa Pandemi Covid-19,”
dijelaskan bahwa surat edaran
adalah salah satu bentuk in-

strumen administrasi negara

yang berupa peraturan ke-
bijakan. Peraturan kebijakan

gunaan Surat Edaran, kalau
kitaberkacadarimasaPande-
mi COVID-19 beberapa tahun
lalu, Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 telah
mengeluarkan beberapa su-
rat edaran yang isinya malah
“seakan-akan” menyerupai
perundang-undangan apa-
bila melihat adressat norma
vang dituju. Artinya, su-
rat edaran yang seharusnya
menjadi pedoman ke inter-
nal saja, justru dijustifikasi
menjadi seperti peraturan
perundang-undangan yang
memiliki kekuataan hukum.
KONTINUITAS
PEMBERANTASAN KORUPSI

Jadi, kalaukitaberbicaraten-
tang Surat Edaran KPK Nomor
12 Tahun 2025, seharusnya
hanyalah mengikat ke dalam.
Artinya ke dalam internal KPK
saja, bukan kepada pihak lain
yang dalam hal ini adalah
BUMN sendiri, karena posisi
surat edaran adalah sebagai
peraturan kebijakan bukan-
lah suatu peraturan perun-
dang-undanganyangmenmiliki
hirarki dan daya ikat (kekuatan
hukum) yang jelas seperti pada
Pasal 7 dan 8 Undang-Undang
tentangPembentukan Peratur-
an Perundang-Undangan.

Hal ini menimbulkan per-
tanyaan krusial: sejauh mana
efektivitas Surat Edaran KPK
Nomor12Tahun202inidalam
mempercepat pemberantas-
an korupsidi BUMN, jika daya
ikatnyapunterbatas? Pembe-
rantasan korupsimembutuh-
kan instrumen yang memiliki
daya paksa hukum jangka
panjang, bukan sekadar kebi-
jakan administratif yang bisa
berubah seiring pergantian
kepemimpinan.

Adanya Surat Edaran KPK
Nomor 12 Tahun 2025 men-
jadi semacam interpretive
guidance, namun disisi lain
bisa saja ini menjadi keran-
cuan pemberantasan korupsi
dalam jangka panjang. Jadi,
di satu sisi ada Surat Edaran
KPK yang mempertegas bah-
wa masih punya kewenangan
dalam pemberantasan ko-
rupsi di BUMN, di sisilain ada
“rasa-rasa ambiguitas” ka-
lau merujuk pada UU BUMN,

Di satu sisi, keberadaan Su-
rat Edaran ini patut diapresiasi
karenamenunjukkan KPKtidak
tinggal diam. Ada upaya untuk
merekonstruksi pola pikir pe-
nyelidikan korupsi korporasi
agar lebih kontekstual dan
adaptif terhadap tantangan

baru. Di sisi lain, surat edaran

tidak bisa men]ad1 substitusi
regulasi substantif yang mem-
beri kepastian hukum dan le-
gitimasi kewenangan.

Justrudisinilah pentingnya
evaluasi menyeluruh terha-
dap sistem pemberantasan
korupsi, termasuk koreksi
terhadap kerangka hukum
UU BUMN yang baru saat ini.
Jangan sampai kita mengala-
mi fenomena pemberantasan
korupsi yang “Operasi Tang-
kap Tangannya (OTT) berja-
lan, tapitidakjarangberujung
kalah di-praperadilan.”

Kalau kita berpikir lebih
teknokratik, keberadaan Su-
rat Edaran KPK Nomor 12
Tahun2025seharusnyamen-
jadi pemicuharmonisasiper-
aturanperundang-undangan
antara UUBUMNdan UUKPK.
Dalam jangka pendek, KPK
harus mampu membangun
narasihukumyangkuatuntuk
menunjukkan bahwa prinsip
korporasi tidak bisa menjadi
tameng atas praktik korupsi
yang merugikan negara. Di
sisilain, pemerintah dan DPR
perlu mendorong revisi tek-
nisataupembuatanperaturan
pelaksana yang memperjelas
batas-batas akuntabilitas
dalam tata kelola BUMN.

Surat Edaran KPK Surat
Edaran KPK Nomor 12 Tahun
2025 ini adalah sinyal penting
bahwa lembaga ini belum
sepenuhnya kehilangan arah
dankeberanian. Namun, sinyal
saja tidak cukup. Ia harus di-
tindaklanjuti dengan strategi
investigasi yang progresif,
penguatan kolaborasi lintas
lembaga, serta reformasi tata
kelola yang berbasis transpa-
ransi dan akuntabilitas publik.

Jika tidak, surat edaran ini
hanya akan menjadi bagian
darikoleksidokumennorma-
tif yang dilahirkan di tengah
sistem yang makin membi-
arkan korupsi tumbuh su-
bur. Dan sekali lagi, harapan
publik akan pemberantasan
korupsi—terutama di BUMN
yang mengelola ratusan tri-
liun uang negara akan jatuh
sebagai ilusi teknokratis be-
laka. (dwi)



